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KATA PENGANTAR

Seminar Nasiona Agribisnis diselenggarakan dalam rangka Tujuh Puluh Tahun Prof.
Bungaran Saragih yang diselenggarakan pada Sabtu 18 April 2015 dengan tema
“Krigtalisasi Paradigma Agribisnis dalam Pembangunan dan Pendidikan Tinggi”.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan
Mangjemen (FEM) IPB bekerjasama dengan Asosiasi Agribisnis Indonesia (AAl),
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Pusat Pangan Agribisnis (PPA),
PROFITA Unggul Konsultama, Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI)
serta AGRINA.

Prof. Bungaran Saragih pada awal tahun 90-an memperkenalkan istilah Agribisnis yang
merupakan cara baru dalam melihat pertanian. Hal ini berarti pertanian bukan hanya pada
kegiatan usahatani (on farm activities) tetapi juga kegiatan di luar usahatani (off farm
activities). Dengan kata lain, pertanian tidak hanya berorientasi produksi (production
oriented) tetapi juga berorientasi pasar (market oriented), tidak hanya dilihat dari Sisi
permintaan (demand side) tetapi juga dari sisi penawaran (supply side).

Prosiding ini merupakan kompilasi artikel-artikel yang dipresentasikan dalam Seminar
Nasional Agribisnis tersebut. Latar belakang bidang keilmuan serta daerah penulis yang
beragam menghasilkan berbagai perspektif dalam pembangunan agribisnis di Indonesia.
Artikel dalam prosiding ini penuh dengan gagasan dan ide-ide baru yang melihat pertanian
dalam arti luas yang dikelompokkan ke dalam subtema: Sistem Agribisnis, Pengadaan
Input, Usahatani, Pengolahan, Pemasaran, dan Penunjang. Artikel-artikel dalam prosiding
ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang agribisnis serta dapat pula
dijadikan rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan.

Pada kesempatan kali ini, ijinkanlah kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Dr
Rachmat Pambudy, MS; Dr Nunung Kusnadi, MS; Dr Andriyono K Adhi; Dr Suharno,
MADev; Dr AnnaFariyanti, MS; Dr Burhanuddin, MM; Dr Netti Tinaprila, MM; Dr Amzul
Rifin, MA; Siti Jahroh, PhD, sertaEtriya, MM yang telah bekerjakeras untuk menilai artikel
yang dipresentasikan sehingga layak untuk ditampilkan dalam prosiding ini. Penghargaan
jugadisampaikan kepada Hamid Jamaludin M, Tursina Andita Putri, Triana Gita Dewi, dan
Tita Nursiah yang telah membantu dalam penyusunan prosiding ini. Semoga prosiding ini
dapat berkontribusi dalam pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani.

Terimakasih
Bogor, September 2015
Ketua Departemen Agribisnis FEM |1PB
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BIAYA TRANSAKSI PADA PEMBIAYAAN
USAHATANI KEDELAI DI KABUPATEN LAMONGAN,
JAWA TIMUR

Hardiyanti Sultan?, Dwi Rachmina?, dan Anna Fariyanti?
DMahasiswa Pascasarjana Magister Sains Agribisnis, FEM, Institut Pertanian Bogor
DStaf Pengajar Departemen Agribisnis, FEM, Institut Pertanian Bogor
E-mail: Yhardiyantisultan91@gmail.com

ABSTRACT

Farmer’s participation in both formal and informal financial institution drives transaction cost
which influence their profit. Ubiquitous is the characteristic that embeded in transaction cost
which make it hardly to identify. The objective of this research wasto analyze the cost structure
in soya farmers. Transaction Cost Analysis was the method that used in thisresearch and here,
we would analyze deeply about components and amountof transaction cost. 120 farmers in
Lamongan, Jawa Timur were interviewed to derive the data. We revealed that transcation
costare included: (1) information cost; (2) negotiation cost; (3) coordination cost and (4)
enforcement cost. In average, both formal and informal farmers's loan wasRp517.052,63 and
trancastion cost was Rp 38.622,50. It can be said that Rp 7.496,74 should be paid astransaction
cost every Rp 100.000 loan. To get finance from formal institution, farmers should pay Rp
9.407,60 as transaction cost. That is cheaper compare that non formal institution which the
transaction cost was Rp 12.531,25. For both formal and non formal finance institution,
transaction cost consist of 44,84% information cost, 10,64% negotiation cost, 15,99%
coordination cost and 28,54% enforcement cost. For formal finance institution itself,
transaction cost consist of 44,24% information cost, 9,94% negotiation cost, 16,29%
coordination cost and 29,53% enforcement cost. Further, for non formal finance ingtitution,
transaction cost consist of 54,78% information cost, 23,94% negotiation cost, 16,96%
coordination cost and 4,32% enforcement cost. Information cost was the highest cost for both
formal and non formal finance institution.

Keyword(s): ubiquitous, farming business, finance institutions, transaction costs

ABSTRAK
Keterlibatan petani baik dalam lembaga pembiayaan formal maupun non formal menimbulkan
biaya transaksi yang akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya keuntungan usahatani. Biaya
transaksi yang bersifat ubiquitous membuat biaya ini sulit untuk diidentifikasi. Tujuan penelitian
ini adalah untuk menganalisis struktur biaya transaksi pada pembiayaan usahatani kedelai.
Metode yang digunakan yaitu Transaction Cost Analysis dengan penelusuran mendalam
mengenai komponen dan jumlah biaya transaksi yang terbentuk. Penelitian dilakukan di
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan jumlah sampel 120 petani kedelai. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa komponen biaya transaksi pada pembiayaan usahatani kedelai di
Kabupaten Lamongan terdiri dari (1) biaya informasi; (2) biaya negosiasi; (3) biaya koordinasi
dan (4) biaya pelaksaan. Rata-rata pinjaman petani baik dari lembaga pembiayaan formal
maupun non formal sebesar Rp517.052,63 dengan rata-rata biaya transaksi sebesar Rp
38.622,50. Hal ini berarti bahwa setiap Rp 100.000 pinjaman akan dikeluarkan biaya transaksi
sebesar Rp 7.496,74. Untuk pembiayaan formal biaya transaksi yang dikeluarkan sedikit lebih
kecil yaitu sebesar Rp 9.407,60 dibandingkan dengan pembiayaan non formal sebesar Rp
12.531,25. Komponen biaya transaksi pada pembiayaan formal maupun non formal adalah biaya
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informasi sebesar 44,84%, biaya negosiasi sebesar 10,64%, biaya koordinasi sebesar 15,99%
dan biaya pelaksanaan sebesar 28,54%. Untuk pembiayaan formal komponen biaya transaksi
terdiri dari biaya informasi sebesar 44,24%, biaya negosiasi sebesar 9,94%, biaya koordinasi
sebesar 16,29% dan biaya pelaksanaan sebesar 29,53%. Sedangkan untuk pembiayaan non
formal komponen biaya transaksi terdiri dari biaya informasi sebesar 54,78%, biaya negosiasi
sebesar 23,94%, biaya koordinasi sebesar 16,96% dan biaya pelaksanaan sebesar 4,32%.

Kata Kunci: ubiquitous, usahatani, lembaga pembiayaan, biaya transaksi.

PENDAHULUAN

Biaya transaksi adalah biaya selain
harga barang/jasa yang dikeluarkan
dalam perdagangan barang/jasa. Biaya
transaksi ini terjadi karena adanya
informasi yang tidak sempurna (imperfect
information) dan keterbatasan dalam
mengolah informasi tersebut. Biaya
transaksi dikategorikan sebagai biaya
yang dikeluarkan diluar atau selain dari
biaya produksi. Keberadaan biaya ini
akan meningkatkan total biaya yang akan
dikeluarkan dalam sebuah usaha. Tinggi-
nya biaya yang akan dikeluarkan pelaku
usaha karena adanya biaya transaksi akan
mengakibatkan perbedaan harga yang
diterima oleh konsumen dan harga yang
diterima oleh produsen.

Dalam usahatani, biaya menjadi hal
yang sangat penting untuk diukur. Biaya
akan menentukan pendapatan bersih
usahatani. Untuk usahatani skala kecil,
jumlah keseluruhan biaya yang dikeluar-
kan diduga tidak terhitung secara keselu-
ruhan. Biaya yang tidak terhitung inilah
yang diduga sebagai biaya transaksi. Hal
ini dapat terjadi karena adanya kesulitan
untuk mengidentifikasi biaya ini sehingga
pelaku usaha atau petani biasanya men-
jadikan biaya ini sebagai hal yang lumrah
yang tidak perlu untuk dikategorikan
sebagai biaya yang harus dihitung.

616

Dengan kata lain bahwa total biaya yang
dikeluarkan selama proses usahatani
tidak melibatkan atau tidak menghitung
jumlah biaya transaksi. Sedangkan
diketahui bahwa total biaya akan
berpengaruh terhadap pendapatan bersih
usahatani. Tingkat pendapatan yang
seharusnya bisa lebih tinggi menjadi tidak
dapat direalisasikan karena keberadaan
biaya transaksi.

Biaya transaksi muncul setelah ter-
jadi kegiatan pertukaran dalam sebuah
kegiatan usaha. Pertukaran ini dapat
berupa barang/jasa yang akan dijual
ataupun pertukaran informasi mengenai
harga barang/jasa atau informasi lainnya
yang menyangkut tentang keberlanjutan
usaha tersebut. Pada mulanya kegiatan
transaksi dinilai sebagai kegiatan free of
cost. Namun setelah beberapa ekonom
melakukan penelitian, ditemukan bahwa
kegiatan transaksi ini memunculkan
beberapa biaya yang seharusnya dihitung
dan dimasukkan kedalam total biaya
dalam memproduksi sebuah barang/jasa.

Dalam beberapa kasus mengenai
perdagangan barang/jasa khususnya per-
dagangan dalam skala kecil seperti
perdagangan produk pertanian yang
berada di pedesaan, biaya transaksi ini
sulit untuk diidentifikasi oleh pelaku
usaha. Berge et. al. (2011) mengemuka-



kan bahwa rendahnya tingkat pendidikan
pelaku usaha di pedesaan mengakibatnya
sulitnya pelaku usaha untuk membedakan
atau mengklasifikasikan semua bentuk
biaya yang akan atau telah dikeluarkan.
D’Hondt (2008) mengatakan bahwa
biaya transaksi yang rendah secara oto-
matis akan meningkatkan keuntungan
yang dalam hal ini berarti bahwa pening-
katan biaya transaksi akan menurunkan
tingkat keuntungan.

Keterlibatan petani baik dalam lem-
aga pembiayaan atau lembaga lainnya
diduga akan menimbulkan biaya tran-
saksi yang kemudian akan berpengaruh
terhadap tinggi rendahnya keuntungan
usaha. Kurangnya infomasi serta akses
yang dimiliki petani terhadap lembaga
pembiayaan baik formal maupun non
formal menjadikan timbulnya biaya
transaksi. Sebagaimana dikatakan oleh
Baye (2010) bahwa biaya transaksi
muncul karena adanya ketidaksempurna-
an informasi (imperfect information) dan
keterbatasan dalam mengolah informasi
tersebut.

Kabupaten Lamongan, Jawa Timur
yang merupakan lokasi penelitian ini
termasuk salah satu kabupaten yang
menerima pinjaman dana dari lembaga
pembiayaan formal yaitu Lembaga
Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)
yang pembentukannya dimulai pada awal
tahun 2013. Pembentukan LKMA ini atas
dasar penciptaan Gapoktan Mandiri oleh
program Pengembangan Usaha Agri-
bisnis Perdesaan (PUAP) yang sebelum-
nya telah terealisasi sejak tahun 2011.
Beberapa petani yang menerima pin-
jaman modal ini adalah petani kedelai
yang tergabung dalam sebuah Gabungan

Biaya Transaksi pada Pembiayaan Usahatani Kedelai ...

Kelompok Tani (Gapoktan). Namun
disamping itu juga ada beberapa petani
yang tidak mengajukan dan tidak
menerima pinjaman modal dari LKMA.
Beberapa petani yang dimaksud men-
dapatkan pinjaman modal dari lembaga
pembiayaan formal lainnya seperti
koperasi atau kelompok tani dan dari
bank komersial. Selain itu, ada juga
beberapa petani yang meminjam modal
dari lembaga pembiayaan non formal
yaitu melalui keluarga atau kerabat,
pedagang perantara (tengkulak/ middlie-
ment) dan dari pedagang output.

Akses petani kedelai untuk mene-
rima pinjaman modal dari beberapa
lembaga pembiayaan ini dimulai dari
pengurusan dokumen hingga pengem-
balian pinjaman diduga akan menim-
bulkan biaya transaksi. Moss (2013)
mengatakan bahwa biaya transaksi tidak
dapat dihilangkan dengan kata lain secara
realita, biaya transaksi sebesar nol tidak
dapat terjadi. Selain itu biaya transaksi
sangat beragam dan terdapat dimana-
mana (ubiquitous). Sifat biaya transaksi
ini membuat para pelaku usaha terkadang
tidak dapat menemukan dan mengiden-
tifikasi keberadaan biaya ini sehingga hal
ini berdampak pada keuntungan usaha
yang akan didapatkan karena biaya yang
semakin tinggi. Berdasarkan hal tersebut
maka tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis biaya transaksi pada
pembiayaan usahatani kedelai di
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

KERANGKA PEMIKIRAN
Konsep Biaya Transaksi
Williamson (1989) sebagai salah
satu penggiat ternama ekonomi kelem-
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bagaan berpendapat bahwa transaksi
adalah transfer/perpindahan barang dari
satu tahap ke tahap lain melalui teknologi
yang terpisah. Satu tahapan selesai dan
tahap berikutnya dimulai. Transaksi
merupakan perpindahan barang, jasa,
informasi, pengetahuan, dan lain-lain dari
satu tempat (komunitas) ke tempat
(komunitas) lain atau pemindahan barang
dari produsen ke konsumen, atau
pemindahan barang dari satu individu ke
individu yang lain. Hal ini disebut
transaksi fisik/delivery.

Biaya transaksi adalah biaya yang
harus ditanggung oleh semua pihak yang
melakukan proses pertukaran. Menurut
Williamson (1989) biaya transaksi
muncul karena adanya informasi yang
samar, semu dan tidak fokus. Biaya ini
ditemukan dalam kegiatan yang sering
terulang (frequent) yang bersifat khusus
(speciality) dengan kondisi pelaku usaha
yang memiliki daya nalar yang terbatas
(limited rationality) dan Dbiasanya
berperilaku spekulatif (opportunist).

Coase dalam  Moss  (2013)
mengatakan bahwa biaya transaksi adalah
biaya mengorganisasi sebuah transaksi,
biaya untuk situasi yang spesifik dan
biaya untuk masuk kedalam pasar. Biaya
transaksi ini muncul untuk menjalankan
sistem ekonomi (the cost of running the
economic system). Oleh sebab itu
dikatakan bahwa biaya transaksi akan
banyak ditemukan pada pendekatan
kelembagaan untuk menjalankan sebuah
sistem ekonomi. Berdasarkan hal tersebut
Coase merinci lebih jauh tentang biaya
transaksi yaitu biaya yang dikeluarkan
dalam transfer modal (asset) dari satu
institusi ke institusi yang lain. Dalam
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papernya Coase menyebut biaya transaksi
sebagai biaya yang timbul karena
pelaksanaan mekanisme harga (the cost of
using the price mechanism). Coase
mengatakan keputusan untuk melang-
sungkan transaksi dalam sebuah per-
usahaan atau pasar ditentukan oleh biaya
transaksi dan biaya transaksi itu sangat
beragam dan terdapat dimana-mana
(ubiquitous).

Baye (2010) mengatakan bahwa saat
sebuah perusahaan akan mengadakan
input, maka akan ada biaya tambahan
yang harus dikeluarkan. Biaya ini disebut
sebagai biaya transaksi. Jenis biaya
transaksi tersebut adalah:

1. Biaya untuk mencari supplier sebagai
penyedia input

2. Biaya untuk negosiasi harga pada
input yang akan dibeli. Biaya ini biasa
termasuk biaya imbangan, legal fees
dan lain-lain.

3. Beberapa lainnya dan
pengeluaran lainnya yang berhu-
bungan dengan pertukaran.

investasi

Konsep Modal dan Sumber
Pembiayaan

Modal dalam wusahatani sangat
berkaitan dengan sumber pembiayaan
baik internal ataupun eksternal. Sumber
pembiayaan internal (internal sources)
yakni sumber-sumber pembiayaan yang
ada dalam penguasaan pemilik usaha dan
sumber pembiayaan eksternal (external
sources) yakni sumber-sumber pem-
biayaan yang berada di luar usaha atau
yang diluar dari penguasaan pemilik
usaha. Sumber pembiayan internal dapat
berasal dari surplus usaha atau dalam
skala perusahaan disebut sebagai return



earning yaitu jumlah laba ditahan setelah
dibagikan kepada masing-masing pemilik
saham perusahaan. Laba ditahan ini yang
akan dijadikan lagi sebagai modal usaha.
Sedangkan sumber pembiayaan eksternal
berasal dari pinjaman atau kredit.
Penambahan modal melalui sumber
pembiayaan eksternal digolongkan men-
jadi dua jenis menurut Moss (2013) yaitu
peminjaman  secara langsung dan
peminjaman kepada lembaga yang
bertindak sebagai perantara. Peminjaman
secara langsung dapat dilakukan oleh
pelaku usaha kepada pemberi pinjaman
dan peminjaman melalui perantara adalah
peminjaman antar pelaku usaha dan
pemberi pinjaman melalui sebuah
lembaga yang bertindak sebagai inter-

D
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mediasi.  Berikut  adalah  skema
peminjaman modal antar pelaku usaha
dan pemberi pinjaman.

Berdasarkan Gambar 1(a) lembaga
pembiayaan akan berhubungan langsung
dengan pihak peminjam. Biasanya ini
akan terjadi pada pembiayaan non formal
misalnya antara petani dengan tengkulak
atau antara petani dengan keluarga atau
kerabat. Peminjaman secara langsung
(direct lending) biasanya akan meng-
habiskan biaya yang lebih besar daripada
peminjaman melalui perantara. Biaya
tersebut antara lain biaya untuk mencari
pemberi  pinjaman (lenders atau
individual creditors), biaya untuk
bernegosiasi dan sebagainya.

irect Lending
Loan L

Borrowers \ Repayment L (1+r)
(a)

\4

Lenders

Intermediation

Loan

Deposits

)

i.e. Banks -
» Savers

Borrowers
Repayment

Sumber: Moss (2013)

Withdrawal

(b)

Gambar 1. Perbandingan direct lending dan intermediation
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Sedangkan pada Gambar 1(b),
sumber pinjaman eksternal dapat berasal
dari lembaga keuangan formal yang
bertindak sebagai pihak perantara antara
pelaku usaha/borrowers dan depositors/
savers. Depositors akan menyimpan
uang-nya pada lembaga keuangan
sebagai deposito kemudian lembaga
keuangan akan meminjamkan uang
deposito tersebut kepada peminjam.
Selanjutnya peminjam akan mengembali-
kan pinjaman kepada lembaga keuangan
lalu akan digunakan kembali untuk
depositor. Lembaga keuangan yang
biasanya melakukan proses ini adalah
lembaga keuangan formal seperti bank.

Keberadaan bank sebagai perantara
antara peminjam dan depositors akan
memberikan beberapa manfaat untuk
peminjam modal misalnya, akan
mengurangi biaya pencarian dan biaya
aggregation. Biaya yang dimaksud
adalah biaya yang digunakan untuk
mencari pemberi pinjaman (individu)
yang bersedia memberikan pinjaman
dalam jumlah berapapun. Dengan
melakukan peminjaman kepada bank
yang telah tersedia maka biaya untuk
mencari  individual creditors akan
berkurang (Moss, 2013).

METODE PENELITIAN

Lokas dan Waktu Penélitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur. Provinsi Jawa
Timur dipilih secara purposive dengan
pertimbangan bahwa Jawa Timur adalah
produsen kedelai terbesar di Indonesia
(Lampiran). Untuk pemilihan beberapa
kecamatan yang dijadikan sampel
didasarkan pada kecamatan yang telah
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memiliki LKMA (Lembaga Keuangan
Mikro Agribisnis) sebagai sumber pem-
biayaan eksternal yang dalam peng-
urusannya akan terdapat biaya transaksi
dimana biaya ini akan berpengaruh ter-
hadap keuntungan usahatani. Kecamatan
yang terpilih terdiri dari 3 kecamatan dari
25 kecamatan yang ada di Kabupaten
Lamongan. Kecamatan ini antara lain
Kecamatan Tikung, Kecamatan Kem-
bangbahu dan Kecamatan Mantup.
Penelitian  dilakukan  pada  bulan
September 2014 hingga Februari 2015,
yang meliputi kegiatan pengambilan data,
pengolahan data, analisis data dan
pelaporan hasil penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah
data primer dan data sekunder. Data
primer adalah data biaya transaksi pada
pembiayaan usahatani kedelai sedangkan
data sekunder adalah data wusahatani
kedelai tahun 2014 yang diperoleh dari
data Program Unggulan Departemen
(PUD) Departemen Agribisnis Fakultas
Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut
Pertanian Bogor (IPB). Data sekunder
lainnya diperoleh dari data statistik peme-
rintah serta dari lembaga pemerintahan
setempat misalnya data populasi petani
kedelai yang terdapat di lokasi penelitian,
data tentang sumber pembiayaan yang
digunakan dan data produktivitas kedelai
di lokasi penelitian. Selain itu data sekun-
der yang digunakan juga berasal dari
jurnal ilmiah dan hasil penelitian ilmiah.

M etode Penentuan Sampel
Penentuan sampel dilakukan dengan
metode simple random sampling dengan



pembagian proporsi yang rata untuk
setiap kecamatan. Metode ini dilakukan
karena telah terdapat sampling frame
untuk masing-masing kecamatan terpilih.
Jumlah keseluruhan sampel adalah 120
petani kedelai yang Dberasal dari
Kecamatan Tikung sebanyak 51 orang,
Kecamatan Kembangbahu sebanyak 18
orang dan Kecamatan Mantup sebanyak
51 orang. Penentuan ini berdasarkan
proporsi jumlah kelompok tani yang
terpilih pada masing-masing kecamatan

M etode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilaku-
kan dengan metode survey. Data primer
diperoleh melalui pemberian angket
berstruktur dan wawancara. Pengum-
pulan data melalui wawancara dilakukan
dalam Dbentuk wawancara langsung
kepada sampel (petani kedelai) dan
informan kunci untuk mendapatkan data
secara akurat. Sedangkan data sekunder
dikumpulkan melalui data statistik dan
melalui jurnal atau hasil penelitian
ilmiah.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan
untuk menjawab tujuan penelitian yaitu
metode Transaction Cost Analysis
dengan penelusuran mendalam mengenai
komponen dan jumlah biaya transaksi
pada pembiayaan usahatani kedelai.
Dengan metode ini maka akan ter-
identifikasi struktur biaya transaksi yang
terdapat pada pembiayaan usahatani
kedelai dan juga akan teridentifikasi
jumlah untuk masing-masing komponen
biaya transaksi.
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Untuk menghitung total biaya tran-
saksi dari masing-masing komponen
biaya transaksi yang ada digunakan
persamaan:

Rasio masing- masing komponen
biaya transaksi terhadap total biaya
transaksi (Z) dihitung dengan meng-
gunakan rumus :

Biaya transaksi dibagi kedalam dua
bagian yaitu biaya pada
pembiayaan formal dan biaya transaksi
pada pembiayaan non formal. Selanjut-
nya akan dilihat perbandingan untuk
setiap komponen biaya transaksi pada dua
sumber pembiayaan tersebut.

transaksi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur biaya transaksi pada pem-
biayaan usahatani kedelai di Kabupaten
Lamongan terdiri dari (1) biaya
informasi; (2) biaya negosiasi; (3) biaya
koordinasi dan (4) biaya pelaksanaan.
Biaya informasi menurut Baye (2010)
adalah setiap biaya yang dikeluarkan
untuk mendapatkan informasi mengenai
kepentingan usaha, misalnya informasi
harga, informasi budidaya, ataupun
informasi mengenai sumber pembiayaan.
Biaya negosiasi adalah biaya yang
dikeluarkan saat melakukan negosiasi
dengan pihak yang ingin diajak bekerja-
sama (Baye, 2010; Williamson, 1989)
misal pemberian upah untuk orang yang
dipekerjakan untuk mengurus dokumen
peminjaman modal atau biaya yang dike-

621



Hardiyanti Sultan, Dwi Rachmina, dan Anna Fariyanti

luarkan untuk mempertahankan kontrak
peminjaman modal pada pembiayaan non
formal. Biaya koordinasi adalah biaya
yang dikeluarkan pada saat melakukan
penyesuaian kesepakatan antar setiap
pelaku usaha yang terlibat (Williamson,
1989) misal biaya yang dikeluarkan pada
saat mengambil pinjaman dan pada saat
mengembalikan pinjaman. Biaya pelak-
sanaan adalah biaya yang dikeluarkan
untuk setiap kegiatan (Coase dalam
Moss, 2013) yang dilakukan yang dalam
hal ini adalah pengadaan pinjaman
modal, misalnya biaya administrasi dan
biaya pengurusan dokumen-dokumen
yang diperlukan sebagai syarat untuk
memperoleh pinjaman modal. Masing-
masing komponen biaya transaksi ini
dibagi kedalam beberapa item yaitu:

1. Biaya informasi

a. Biaya pulsa. Biaya ini dikeluarkan
oleh petani kedelai saat ingin
mendapatkan informasi mengenai
sumber pembiayaan apa saja yang
tersedia di Kabupaten Lamongan
melalui perantara elektronik yaitu
telepon genggam (handphone).
Biaya pulsa ini juga dikeluarkan
jika petani mempunyai pekerja
suruhan, misalnya melakukan
komunikasi  dengan  pekerja
suruhan untuk mengetahui semua
informasi yang dimiliki pekerja.

b. Biaya  dengar.  Biaya  ini
dikeluarkan oleh petani kedelai
untuk mengetahui semua informasi
mengenai sumber pembiayaan
misalnya melalui perbincangan di
warung kopi dengan petani
lainnya.
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2. Biaya negosiasi

a. Biaya upah. Biaya ini dikeluarkan
oleh petani kedelai pada saat
melakukan pembayaran kepada
orang yang dipekerjakan untuk
mengurus dokumen peminjaman
modal.

b. Biaya tawar. Biaya ini dikeluarkan
pada saat melakukan tawar me-
nawar mengenai jumlah pinjaman
modal. Biasanya biaya ini di-
keluarkan pada pembiayaan non
formal.

c. Biaya mempertahankan kontrak.
Biaya ini juga biasanya dikeluar-
kan pada pembiyaan non formal,
yaitu pada saat melakukan
pertemuan dengan pemilik modal
untuk memperpanjang  kontrak
peminjaman modal.

3. Biaya koordinasi

a. Biaya pertemuan saat peminjaman
modal. Biaya ini adalah keselu-
ruhan biaya yang dikeluarkan
petani saat mengambil modal yang
dipinjamkan oleh lembaga pem-
biayaan ataupun dari pemilik
modal.

b. Biaya pertemuan saat pengem-
balian modal. Biaya ini dikeluar-
kan pada saat mengembalikan atau
membayar pinjaman modal.

4. Biaya pelaksanaan

a. Biaya administrasi. Biaya ini dike-
luarkan petani pada saat melaku-
kan pendaftaran untuk memper-
oleh pinjaman modal. Biaya ini
biasanya terdapat pada pem-
biayaan formal.

b. Biaya pengurusan dokumen. Biaya
ini adalah keseluruhan biaya yang



dikeluarkan untuk melengkapi
persyaratan dalam mendapatkan
pinjaman modal misalnya biaya
fotokopi berkas (sertifikat kepe-
milikan lahan, KTP, Kartu
Keluarga, Keterangan Usahatani).

c. Biaya upah. Biaya ini dikeluarkan
oleh petani yang memiliki pekerja
suruhan untuk mengurus dokumen
peminjaman modal.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa kom-
ponen biaya transaksi pada pembiayaan
usahatani kedelai yang memiliki persen-
tase tertinggi adalah biaya informasi.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa
untuk mendapatkan pinjaman modal dari
lembaga keuangan baik formal maupun
informal, petani kedelai membutuhkan
beberapa informasi dari beberapa orang
yang telah lebih dahulu menerima
pinjaman modal. Informasi ini dapat
diperoleh oleh petani dengan cara
melakukan komunikasi baik secara
langsung maupun tidak langsung dengan
sumber informasi atau pemberi informasi.
Komunikasi secara langsung yang di-
maksud adalah beberapa petani melaku-
kan perbincangan di warung-warung
makan untuk membahas tentang sumber
pembiayaan yang tersedia. Pembahasan
menyangkut tentang prosedur apa saja
yang harus dilakukan oleh petani untuk
mendapatkan pinjaman modal. Biasanya
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petani akan mengeluarkan biaya untuk
memperoleh informasi ini. Biaya ini
dikenal dengan sebutan biaya dengar.
Petani mengeluarkan uang untuk mem-
bayar makanan dan minuman yang dikon-
sumsi selama melakukan perbincangan.

Selain itu, komunikasi juga biasa-
nya dilakukan melalui media elektronik
(handphone). Petani akan melakukan
komunikasi dengan pemilik informasi
atau dengan orang-orang yang telah
menerima pinjaman modal lebih dulu.
Biaya ini disebut juga biaya pulsa.
Beberapa petani yang mengeluarkan
biaya ini adalah petani yang kediamannya
jauh dari sumber informasi.

Komponen biaya transaksi dengan
persentase tertinggi kedua adalah biaya
pelaksanaan. Biaya ini terdiri dari biaya
administrasi dan biaya pengurusan doku-
men peminjaman modal seperti fotokopi
KTP (Kartu Tanda Penduduk), fotokopi
KK (Kartu Keluarga) dan fotokopi RUA
(Rancangan Usahatani). Dokumen ini
merupakan persyaratan yang harus
dilengkapi untuk mendapatkan pinjaman
modal dari lembaga pembiayaan formal
yaitu LKMA. Sedangkan untuk lembaga
pembiayaan formal lainnya seperti bank,
dibutuhkan fotokopi sertifikat kepemi-
likan lahan juga terdapat biaya untuk
administrasi.

Tabel 1. Rata-Rata Biaya Transaks pada Pembiayaan Usahatani K edelai

Komponen Biaya Biaya

Biaya

Biaya Biaya

Transaksi informas  negosiasi  koordinasi pelaksanaan Total
Jumlah (Rp) 17.317,08  4.108,33 6.175,00 11.022,08 38.622,50
Persentase (%) 44,84 10,64 15,99 28,54 100
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Tabel 2. Rata-Rata Biaya Transaksi pada Pembiayaan For mal Usahatani K edelai

Komponen Biaya

Biaya

Biaya Biaya

Biaya Transaksi informasi  negosiasi  koordinasi  pelaksanaan Total
Jumlah (Rp) 22.042,94 4.952,94 8.117,65 14.713,53 49.827,06
Persentase (%) 4424 9,94 16,29 29,53 100

Biaya koordinasi dan biaya nego-

adalah biaya transaksi pada
pembiayaan usahatani dengan persentase
terendah. Biaya koordinasi lebih tinggi
5,35% dari biaya negosiasi. Biaya
koordinasi dan biaya negosiasi lebih
besar dikeluarkan pada pembiayaan non
formal. Hal ini disebabkan pembiayaan
non formal hanya berlandaskan pada asas
saling percaya sehingga beberapa per-
syaratan tidak dibuat secara baku
melainkan hanya melalui koordinasi dan
negosiasi antara pihak peminjam dan
pemberi pinjaman. Untuk lebih jelasnya,
biaya transaksi pada pembiayaan formal
tersaji pada Tabel 2 dan biaya transaksi
pada pembiayaan non formal tersaji pada
Tabel 3.

Pada pembiayaan formal, komponen
biaya transaksi yang tertinggi adalah
biaya informasi dengan persentase se-
besar 44,24% vyaitu Rp 22.042,94 dari
total biaya transaksi Rp 49.827,06. Biaya
informasi pada pembiayaan formal
adalah biaya yang dikeluarkan petani
untuk memperoleh informasi tentang
sumber pembiayaan formal yang tersedia
baik itu bank, koperasi/kelompok tani
ataupun LKMA. Petani akan berupaya
untuk mengumpulkan informasi se-
banyak mungkin sebelum memutuskan
untuk meminjam modal pada salah satu
lembaga yang diinginkan. Hal ini
dilakukan petani untuk menghindari
kesalahan-kesalahan hambatan-
hambatan yang mungkin saja akan terjadi

siasi

atau
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jika informasi yang didapatkan tidak
sempurna.

Biaya pelaksanaan dengan persen-
tase tertinggi kedua menunjukkan bahwa
dalam pengadaan hingga pengembalian
pinjaman modal pada pembiayaan formal
akan mengeluarkan lebih banyak biaya
seperti biaya administrasi yang telah
diatur oleh lembaga pembiayaan formal
itu sendiri serta Dbiaya-biaya untuk
pengadaan dokumen sebagai persyaratan
untuk memperoleh pinjaman modal.
Selain biaya pelaksanaan, juga terdapat
biaya koordinasi sebesar 16,29%. Pada
pembiayaan formal biaya ini berupa biaya
pertemuan saat pengambilan pinjaman
modal dan biaya saat pengembalian
modal pinjaman. Lembaga pembiayaan
formal tidak akan secara langsung
memberikan pinjaman modal ketika
nasabah atau pihak peminjam telah
selesai mendaftarkan diri melainkan
harus menunggu beberapa hari untuk
dapat mengambil modal yang akan
dipinjam. Begitu pula dengan yang terjadi
pada  lokasi  penelitian. Setelah
mendaftarkan diri sebagai nasabah atau
peminjam maka dibutuhkan beberapa
hari untuk mengambil pinjaman modal
tersebut. Namun jika nasabah bukan
merupakan nasabah baru, maka waktu
peminjaman modal akan ditentukan
sesuai dengan kesepakatan kedua pihak
(peminjam dan pemberi pinjaman).
Untuk lembaga pembiayaan formal seperi
bank, nasabah bisa kapan saja untuk



meminjam modal dengan syarat bahwa
pinjaman modal yang sebelumnya telah
dikembalikan. Berbeda halnya dengan
koperasi atau kelompok tani, nasabah
boleh mengambil pinjaman modal
selanjutnya walaupun pinjaman modal
sebelumnya belum dibayarkan sepenuh-
nya. Hal ini kemudian akan menjadi
tanggung jawab dari ketua kelompok tani
itu sendiri. Sedangkan untuk LKMA,
peminjaman modal akan sesuai dengan
jadwal pencairan uang dari bank yang
diajak kerjasama pada program PUAP
sebelumnya. Pada lokasi penelitian, bank
yang menyediakan dana PUAP adalah
BRI (Bank Rakyat Indonesia). Setelah
pinjaman modal yang sebelumnya telah
dikembalikan atau disetor kembali
kepada pihak bank, maka

butuh waktu selama kurang lebih
satu minggu untuk menunggu pencairan
modal berikutnya. Saat pinjaman modal
telah dicairkan, maka pihak LKMA akan
segera membagikan dana tersebut kepada
masing-masing ketua Gapoktan (Gabung-
an Kelompok Tani) untuk selanjutnya
dibagikan kepada anggota kelompok tani
yang membutuhkan pinjaman modal.

Persentase terendah untuk biaya
transaksi pada pembiayaan formal adalah
biaya negosiasi. Biaya ini terdiri dari
upah untuk pekerja suruhan yang
diberikan tugas untuk membantu dalam
kelancaran pengurusan dokumen pemin-
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jaman modal. Biasanya biaya ini di-
keluarkan oleh petani yang kurang
pengetahuan tentang pinjam meminjam
sehingga akan ada beberapa orang yang
bersedia menawarkan jasanya untuk
membantu dalam melancarkan urusan
peminjaman modal tersebut. Biaya
negosiasi pada pembiayaan formal
memiliki nilai yang tidak terlalu besar
sebab pada pembiayaan formal segala
sesuatunya telah diatur berdasarkan
lembaga pembiayaan masing-masing.
Sehingga tidak ada pihak peminjam yang
bisa melakukan negosiasi-negosiasi
kepada pihak pemberi pinjaman yang
tidak berdasarkan atas aturan lembaga
pembiayaan formal itu sendiri. Berbeda
halnya dengan pembiayaan non formal
dengan persentase biaya negosiasi yang
lebih tinggi daripada biaya koordinasi dan
biaya pelaksanaan. Biaya transaksi pada
pembiayaan non formal dijelaskan pada
Tabel 3.

Biaya informasi juga mendominasi
biaya transaksi pada pembiayaan non
formal. Sebagaimana telah dibahas
sebelumnya bahwa informasi merupakan
hal yang sangat penting baik pada pasar
modal maupun pada pasar barang.
Informasi yang tidak sempurna akan
memunculkan biaya transaksi (Baye,
2010). Hal inilah yang terjadi pada
pembiayaan formal maupun pembiayaan
non formal pada usahatani kedelai.

Tabel 3. Rata-Rata Biaya Transaksi pada Pembiayaan Non Formal Usahatani

Kedelai
Komponen Biaya Biaya Biaya Biaya Biaya
: . . = A Total
Transaksi infor masi negosiasi koordinasi  pelaksanaan
Jumlah (Rp) 23.535,71 10.285,71 7.285,71 1.857,14 42.964,29
Persentase (%) 54,78 23,94 16,96 4,32 100
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Ketidaksempurnaan informasi yang
dimiliki oleh petani kedelai menyebabkan
petani kedelai harus mengeluarkan biaya
untuk memperoleh informasi tersebut.
Sama halnya dengan pembiayaan formal,
biaya informasi pada pembiayaan non
formal juga berupa biaya pulsa dan biaya
dengar yang dikeluarkan oleh petani
untuk memperoleh informasi sebanyak-
banyaknya mengenai sumber pembiayaan
yang tersedia. Jika dibandingkan dengan
persentase  biaya  informasi pada
pembiayaan formal dengan pembiayaan
non formal, maka biaya informasi pada
pembiayaan non formal memiliki
persentase yang lebih tinggi. Hal ini
disebabkan  biaya untuk  mencari
individual creditor atau pemberi pin-
jaman perseorangan lebih besar diban-
dingkan mencari informasi mengenai
lembaga pembiayaan formal yang telah
diketahui oleh beberapa orang. Skala
usaha bukan menjadi jaminan bahwa
seseorang bisa memberikan pinjaman
modal kepada orang lain, seperti yang
terjadi di lokasi penelitian yang ternyata
beberapa dari pihak pemberi pinjaman
bukan merupakan orang yang memiliki
skala  usaha yang lebih  besar
dibandingkan beberapa petani lainnya.
Kesulitan dalam mencari pihak pemberi
pinjaman yang membuat petani akan
mengeluarkan biaya informasi yang lebih
besar pada pembiayaan non formal
daripada pembiayaan formal
terkadang hal ini tidak disadari oleh
petani.

Meskipun terdapat beberapa petani
yang mengetahui perbedaan tersebut,
namun mereka akan tetap memilih
individual creditor sebagai pihak yang

namun
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akan memberikan mereka pinjaman
modal. Beberapa dari mereka akan
memberikan alasan bahwa melakukan
pinjaman kepada perseorangan lebih
mudah dalam hal akses baik peminjaman
maupun pengembalian modal daripada

melakukan pinjaman pada lembaga
pembiayaan  formal. Pada  lokasi
penelitian, peminjaman modal pada

perseorangan menggunakan asas saling
percaya untuk setiap aturan yang
disepakati. Hal inilah yang membuat
petani lebih nyaman dalam melakukan
pinjaman karena merasa tidak terbebani
oleh aturan-aturan yang mengikat.

Komponen biaya transaksi dengan
persentase tertinggi kedua adalah biaya
negosiasi. Pada pembiayaan non formal,
biaya negosiasi yang dikeluarkan petani
berupa biaya tawar dan biaya mem-
pertahankan kontrak. Biaya tawar adalah
biaya yang dikeluarkan untuk melakukan
negosiasi jumlah pinjaman modal. Pada
pembiayaan non formal ini, petani berhak
untuk mengajukan jumlah modal yang
ingin dipinjam kepada pemberi pinjaman.
Sehingga proses tawar menawar akan
terjadi  antara petani dan pemberi
pinjaman. Kegiatan tawar menawar ini
tidak terjadi dalam satu waktu saja,
melainkan bisa terjadi pada waktu-waktu
tertentu. Kegiatan ini biasanya terjadi di
tempat-tempat  bersantai  seperti  di
warung kopi. Biaya yang dikeluarkan
petani dalam melakukan tawar menawar
di warung kopi inilah yang digolongkan
kedalam biaya tawar.

Hampir sama halnya dengan biaya
tawar, biaya mempertahankan kontrak
juga terjadi di tempat bersantai seperti
warung makan atau warung kopi.



Biasanya petani akan menawarkan untuk
membayar semua yang dikonsumsi oleh
pemberi pinjaman dengan tujuan untuk
mempertahankan  kontrak  pinjaman
kepada pemberi pinjaman. Tujuan ini
selalu berhasil sehingga walapun petani
belum mengembalikan pinjaman modal
yang sebelumnya, petani tetap bisa
mengambil pinjaman modal yang baru.
Namun tentunya dengan bunga yang
ditetapkan oleh pemberi pinjaman yang
terus bertambah.

Kurangnya pengetahuan petani
tentang besarnya biaya bunga (borrowing
cost) membuat petani tidak beralih dari
lembaga pembiayaan non formal ke
lembaga pembiayaan formal yang tentu
saja memiliki besar bunga yang telah
disepakati berdasarkan aturan lembaga.
Walaupun bunga yang ditetapkan oleh
pemberi pinjaman (individual creditor)
sebagai lembaga pembiayaan non formal
semakin lama semakin besar, namun
segala kemudahan yang ditawarkan
diawal peminjaman membuat petani lebih
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memilih lembaga pembiayaan non formal
ini.

Komponen biaya transaksi yang
selanjutnya adalah biaya koordinasi.
Biaya ini hampir sama dengan biaya
koordinasi yang dikeluarkan pada pem-
biayaan formal yaitu biaya pertemuan
saat peminjaman dan biaya pertemuan
saat pengembalian pinjaman. Seluruh
biaya yang dikeluarkan petani untuk
melakukan kegiatan ini digolongkan
kedalam biaya koordinasi.

Persentase biaya transaksi terendah
pada pembiayaan non formal adalah
biaya pelaksanaan. Hal ini disebabkan
pada pembiayaan non formal, tidak
dibutuhkan dokumen-dokumen penting
melainkan hanya berdasarkan atas asas
saling percaya. Biaya pelaksanaan yang
dikeluarkan hanya berupa biaya adminis-
trasi atau biaya untuk menyatakan bahwa
petani  tersebut merupakan  pihak
peminjam. Jumlah biaya yang dikeluar-
kan juga tidak lebih dari Rp 5000,00.

Tabel 4. Rata-Rata Biaya Transaks Per Pinjaman

Sumber Pembiayaan

Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaaan

internal formal non formal
Jumlah 58 y ,
responden (org)
Jumlah modal yang dipinjam (Rp) - 529.647,06 342.857,14
Jumlah biaya
transaksi (Rp) - 49.827,06 42.964,29
Persentase biaya
transaksi/pinjaman (%) - 9,41 12,53
Jumlah biaya transaksi/ 100.000 i 9.407.60 12.531.25

pinjaman (Rp)
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Tabel 4 menunjukkan rata-rata biaya
transaksi terhadap jumlah pinjaman.
Terlihat bahwa biaya transaksi pada
pembiayaan non formal lebih besar
daripada biaya transaksi pada pem-
biayaan formal walaupun secara nominal
biaya transaksi pada pembiayaan formal
terlihat lebih besar jika dibandingkan
dengan pembiayaan non  formal.
Persentase sebesar 12,53% pada pem-
biayaan non formal menunjukkan bahwa
setiap Rp 100.000 pinjaman modal
dikeluarkan biaya transaksi sebesar Rp
12.531,25. Sedangkan pada pembiayaan
formal terlihat bahwa, setiap Rp 100.000
pinjaman modal, biaya transaksi yang
dikeluarkan sebesar Rp 9.407,60. Jumlah
ini sedikit lebih kecil daripada biaya
transaksi pada pembiayaan non formal.

Hal ini disebabkan informasi tentang
pembiayaan  formal lebih  merata
dibandingkan dengan pembiayaan non
formal. Sebagaimana dijelaskan Baye
(2010) bahwa ketidaksempurnaan infor-
masi akan memunculkan biaya transaksi.
Kondisi di lokasi penelitian juga
menunjukkan hal yang sama bahwa
sedikitnya informasi tentang lembaga
pembiayaan non formal (individual
creditors) membuat petani mengeluarkan
biaya transaksi yang lebih besar daripada
biaya transaksi pada pembiayaan formal.
Selain biaya informasi yang lebih besar,
biaya negosiasi pada pembiayaan non
formal juga lebih Dbesar daripada
pembiayaan formal. Tidak adanya aturan
yang baku dan jelas membuat petani
selalu membuat negosiasi dengan
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pemberi pinjaman. Dengan tidak disadari
bahwa kegiatan negosiasi ini juga
mengeluarkan biaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1. Biaya informasi merupakan kom-
ponen biaya transaksi  dengan

persentase tertinggi pada pembiayaan
usahatani baik pembiayaan formal
maupun pembiayaan non formal.
Biaya informasi yang dihasilkan
sebesar 44,84 lalu diikuti oleh biaya
negosiasi sebesar 10,64%, biaya
koordinasi sebesar 15,99% dan biaya
pelaksanaan sebesar 28,54%.

2. Pada pembiayaan non formal, biaya
transaksi yang dihasilkan lebih besar
yaitu 12,53% sedangkan biaya
transaksi pada pembiayaan formal
sebesar 9,41%. Hal ini berarti bahwa
setiap Rp 100.000 pinjaman modal
pada pembiayaan non formal,
dikeluarkan biaya transaksi sebesar
Rp 12.531,25. Sedangkan pada
pembiayaan formal, setiap Rp 100.000
pinjaman modal, dikeluarkan biaya
transaksi sebesar Rp 9.407,60.

Saran
Informasi yang merata sangat
diperlukan untuk meminimalkan biaya

transaksi. Pentingnya sosialisasi dan
penyuluhan pertanian tentang akses
terhadap sumber pembiayaan akan

membuat petani lebih mudah dalam
mendapatkan pinjaman modal dengan
pengeluaran biaya yang lebih kecil
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LAMPIRAN

Tabd 1. Produsen Kedelai Terbesar di Indonesia Tahun 2013

No Provins Luas panen Produktivitas Produksi
' (Ha) (%) (ton)
1. Jawa Timur 210.618 15,64 329.461
2. JawaTengah 65.278 15,21 99.318
3. Nusa Tenggara Barat 86.882 10,48 91.065
4. Jawa Barat 35.682 14,34 51.172
5. Sulawesi Selatan 30.937 14,77 45.693

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Tabel 2. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai di Jawa Timur

No. Tahun Luas panen (Ha)

Produktivitas (%)

Produksi (ton)

1. 2009
2. 2010
3. 2011
4. 2012
5. 2013

264.779
246.894
252.815
220.815
210.618

13,42
13,75
14,52
16,39
15,64

355.260
339.491
366.999
361.986
329.461

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014
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